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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir .., .., agama Islam, pekerjaan ..,
pendidikan .., tempat kediaman di .., Kabupaten

Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai

Penggugat;
melawan
Tergugat, tempat dan tanggal lahir .., .., agama Islam, pekerjaan ..,
pendidikan .., tempat kediaman di .., Kabupaten

Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09

Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun

pada tanggal 23 Juni 2023 dengan register perkara Nomor
423/Pdt.G/2023/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten
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Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Kutipan
Akta Nikah Nomor: .., tanggal 03 Maret 2019;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat Bertempat tinggal di ..
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah selama
kurang lebih 03 Tahun 02 bulan sebagai tempat kediaman bersama
terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da
Dukhul );

3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
rukun dan bahagia, akan tetapi pada tahun 2022 antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit
didamaikan, yang disebabkan karena;

a. Tergugat terlibat utang piutang yang membebani orang tua
penggugat;
b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni
tahun 2022, dimana Penggugat dan Terguggat telah berpisah tempat
tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
dengan alasan malu karena terlibat utang piuatang yang membebani
orang tua Penggugat. Selama kurang lebih 1 tahun. Selama itu, antara
Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi;

5. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak
sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan
Tergugat, oleh karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak
mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
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A. Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2.  Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);
3.  Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;
B. Subsider :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .. tertanggal 04 Maret 2019 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai
cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah
diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, kemudian diberi kode P;
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B. Bukti Saksi.
1.  Saksil, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan .., pekerjaan ..,
bertempat tinggal di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah
saksi (orang tua Penggugat) di .., Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
bernama Anak;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan adanya perselisihan
atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun untuk
mencukupi kebutuhan rumah tangga lebih banyak tergantung
kepada penghasilan Penggugat sebagai guru, selain itu saksi juga
turut membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa keterangan yang
jelas;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, saksi beberapa kali
didatangi oleh perkawilan dari FIF, Astra maupun perorangan
yang bermaksud menagih hutang Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui perihal hutang-hutang
Tergugat tersebut, sedangkan Tergugat mengakui perihal hutang-
hutang tersebut setelah ditanya oleh saksi, sehingga saksi
kemudian melunasi hutang-hutang Tergugat tersebut dengan
nominal kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh
juta rupiah) kepada FIF, Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
kepada Astra dan sekitar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima

puluh ribu rupiah) kepada seorang bernama Rina;
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- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman
pada bulan Juni tahun 2022 tersebut, antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;
- Bahwa kedua keluarga belah pihak telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi Il, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan ..,
pekerjaan .., bertempat tinggal di .., Kabupaten Kotawaringin Barat, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat di .., Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
bernama Anak;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan adanya perselisihan
atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, nhamun sejak
sekitar pertengahan tahun 2022 saksi tidak pernah lagi melihat
Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan
Penggugat di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Bahwa majelis hakim memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan
sumpah pelengkap (supletoir) karena diantara 2 (dua) orang saksi yang
diajukan Penggugat ke persidangan, hanya 1 (satu) orang saksi saja yang
memenuhi syarat materiil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir
sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008 yang telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak
hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai karena pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlibat utang
piutang yang membebani orang tua penggugat, Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah lahir dan batin dan puncaknya terjadi pada bulan Juni
tahun 2022 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama dengan alasan malu karena terlibat utang piutang yang
membebani orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :
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Artinya :

Dari Ibnu ‘Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu *alaihi wa Sallam
bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya
orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,
haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang
mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan
dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang
bernama Saksi | dan Saksi ll;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai
cukup, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada,
Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menurut ketentuan merupakan pejabat
yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti
tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Tergugat, in
casu Tergugat pada tanggal 03 Maret 2019 telah menikah dengan
Penggugat, in casu Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterangan tersebut
relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan angka
1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Saksi | dan Saksi Il, keduanya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya

sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya
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telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut
memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172
ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut
tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saksi
Saksi | yang pernah mengetahui secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg yaitu 1
(satu) orang saksi bukan saksi atau saksi yang hanya berdiri sendiri belum
dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai
bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas dan Penggugat
menyatakan tidak dapat dan tidak akan menghadirkan bukti lainnya, maka
majelis hakim karena jabatannya memerintahkan Penggugat untuk
mengucapkan sumpah guna melengkapi pembuktian yang telah ada
sebagaimana ketentuan Pasal 182 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah dan telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ..,
Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak
bernama Anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
disebabkan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpai tujuan yang
jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
setidak-tidaknya selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah lagi saling

mengunjungi sampai sekarang;
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5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan

kembali;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di
persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun
telah didamaikan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi
karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan
rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin. Pa
dahal Allah SWT berfirman:

; v g} ] Q.
8358 o35 Jazs gl U550 1551 Sl 53 230 315 O GlE e
S BN a3l
093555 p3al JdeJes 99| 85573
Artinya: 9 is>

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu is
teri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram k
epadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguh
nya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yan
g berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan
penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu
perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang

termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :

clayl Oy zodl sl o azg il diny olall s blges wui Islg

lgillo Lagin oYl oo iolall jzes lelio pu b issll plg> azo HlaY

Artinya :
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Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti
dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas
antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar’ah bainal Figh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i,

halaman 100 :

o o Wd Lolrs gLl Blasl go bty arzg Jl sl olo

bl O lagoy pratlio ow elaiz] 9 113V paSsbus V¥l an i

ox &zg il a8 Nall (giis Ol 3l pe ails Lgslisl OB Ludas el s

azo 27y ailizml ol S i lagio 32ly JS cugr alll Jo) Guzg il pusn
ol 5 disi Lalall

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya
perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan
bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan
mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang
saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya
perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga
membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri
hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan
(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam
hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan

dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz | halaman 83 :

i 2z ey ouzo il sl ooloas ou> @Ml pllas el L] 284

OV 2y st 0o buse Tl dlanll grar cuzy alo Vs T les

2o, oLl 1amg m5ell rull puze il axl Lle aSxy O olize | oiw)l
allasll

Artinya :

Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap

goncang serta  dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
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nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh
(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu
suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya
yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami
istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah
perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-
tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki
cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),
tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1444 Hijriah oleh Encep Solahuddin,
S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.l. dan Imam Faizal
Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Fachruji, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Muhammad Rezani, S.H.I. Encep Solahuddin, S.Ag.
Hakim Anggota

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
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Fachruiji, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi " Rp 10.000,00
- Meterai - Rp 10.000.00

Jumlah : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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